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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dalam penegakan hukum terhadap negara pelanggar diatur dalam UNCLOS 

1982 Pasal 73 yaitu Negara pantai dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan 

melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya 

peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan 

Konvensi UNCLOS 1982. 

 Pada kasus kapal Kway Fey 10078, Tiongkok telah melanggar isi dari Pasal 

58 ayat 3 UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa semua negara wajib melaksanakan 

kewajbannya di wilayah ZEE dan mematuhi hukum dan aturan yang telah 

ditetapkan oleh negara pantai. Namun tindakan yang dilakukan oleh kapal Kway 

Fey 10078 dan kapal coast guard Tiongkok justru sebaliknya. Kapal Kway Fey 

10078 dan kapal coast guard Tiongkok  telah melakukan dua pelanggaran yang 

meliputi pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia seperti memasuki 

wilayah perairan Indonesia tanpa izin dan pelanggaran dalam  kegiatan illegal 

fishing di wilayah ZEE Indonesia 

 Proses penegakan hukum terhadap nahkoda dan anak buah kapal Kway Fey 

10078 yang melakukan illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia dilakukan sesuai 

hukum nasional Indonesia sebagai negara pantai. Penegakan hukum dilakukan 

sesuai dengan hukum nasional Indonesia yang sudah disesuaikan dengan hukum 

internasional. Pemberian pidana denda dijatuhkan kepada nahkoda dan anak buah 



kapal Kway Fey 10078 dikarenakan belum adanya perjanjian antara Indonesia dan 

Tiongkok dalam pengaturan pidana penjara bagi pelanggaran illegal. 

Kapal Kway Fey 10078 melakukan tindak pidana perikanan dan melanggar 

Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 

tentang Perikanan. Yang Guang Yu, Salah satu nahkoda Kway Fey 10078 terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana perikanan dan dijatuhi hukuman denda sebesar 

Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. 

B. Saran  

Penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia harus lebih dipertegas 

penerapan dan pengawasannya agar dapat membuat pihak asing yang melakukan 

illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menjadi jera. Perbaikan seperti 

pembenahan pada sistem penegakan hukum diperlukan agar dapat menguntungkan 

bagi kepentingan rakyat dan negara Indonesia. 

 Perlu adanya kesepakatan lebih lanjut terkait dengan pengawasan wilayah 

ZEE dengan negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia untuk 

menurunkan tingkat illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia. Kerja sama antar 

negara juga diperlukan sebagai upaya penetapan adanya pidana penjara bagi pelaku 

illegal fishing agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku. 
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